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Abstrak
 

Media sosial merupakan wadah komunikasi baru bagi masyarakat, untuk bisa saling berinteraksi dan

bertukar informasi dengan menggunakan sistem elektromagnetik. Namun, dengan meningkatnya jumlah

pengguna media sosial, hal tersebut juga diikuti dengan berkembangnya tindak kejahatan pornografi dengan

menyalahgunakan media sosial yang ada. Maka dari itu, media sosial sebagai salah satu penyelenggara

sistem elektronik (PSE) di Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindak

pidana pornografi yang difasilitasi dalam sistem elektroniknya. Fokus penelitian ini, akan membahas lebih

mendalam mengenai aplikasi TikTok, dan menguraikan secara akademis tentang (i) bagaimana kewajiban

media sosial TikTok sebagai PSE dalam mematuhi norma kesusilaan berdasarkan hukum positif di

Indonesia; (ii) bagaimana media sosial TikTok mengatur pembatasan muatan seksual yang dilarang untuk

disiarkan; (iii) bagaimana pertanggungjawaban media sosial Tiktok terhadap konten pornografi yang

ditayangkan pada sistem elektroniknya dalam fitur live streaming. Metode penelitian yang digunakan

penulis ialah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber penelitian pustaka, serta dengan sifat

penelitian yang analitis dan berbagai jenis data sekunder yang mendukung. Dasar hukum utama yang

mengatur mengenai media sosial sesuai dengan hasil analisis penulis ialah, UU ITE, UU Pers, serta UU

Penyiaran. Namun penulis akan memfokuskan pembahasan kepada TikTok sebagai PSE resmi di Indonesia,

yang diatur oleh peraturan turunan UU ITE, yakni Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, dan Peraturan

Menteri No. 5 Tahun 2020. Penelitian penulis juga ditinjau dari dasar hukum utama mengenai pornografi,

yakni pada UU Pornografi dan KUHP. Pada dasarnya, ketentuan diatas telah memuat hak dan kewajiban

TikTok sebagai PSE, yang dimana salah satunya untuk tidak menyebarkan informasi/dokumentasi

elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, TikTok masih

menyebarkan konten pornografi, sehingga badan usaha asing tersebut wajib mempertanggungjawabkan

tindakannya secara hukum dalam hal belum terpenuhi secara lengkap kewajibannya, sebagai PSE

berdasarkan peraturan perundang�undangan.

......Social media is a new communication platform for the public, to be able to interact and exchange

information using electromagnetic systems. However, with the increasing number of social media users, this

is also followed by the development of pornography crimes by abusing existing social media. Therefore,

social media as one of the organizers of the electronic system (PSE) in Indonesia, can be held legally

responsible for pornography crimes facilitated in its electronic system. The focus of this research, will go

deeper into the TikTok app, and elaborate academically on (i) how TikTok’s as a social media comply with

obligations as a PSE in based on moral norms positive law in Indonesia; (ii) how TikTok's as a social media

regulates restrictions on sexual content that is prohibited from being broadcast; (iii) how Tiktok's as a social
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media is responsible for pornographic content that is aired on its electronic system in the live streaming

feature. The research method used by the author is normative juridical research, using literature research

sources, as well as with the analytical nature of research and various types of supporting secondary data. The

main legal basis governing social media in accordance with the results of the author's analysis is the ITE

Law, the Press Law, and the Broadcasting Law. However, the author will focus the discussion on TikTok as

an official PSE in Indonesia, which is regulated by derivative regulations of the ITE Law, namely

Government Regulation No. 71 of 2019, and Ministerial Regulation No. 5 of 2020. The author's research is

also reviewed from the main legal basis regarding pornography, namely the Pornography Law and the

KUHP. Basically, the provisions have contained the rights and obligations of TikTok as a PSE, one of which

is not to disseminate electronic information/documentation that is prohibited by laws and regulations. In

practice, TikTok still spreads pornographic content, so the foreign business entity is obliged to legally

responsible its actions based on the law, in terms of they have not fully fulfilled their obligations as a PSE

based on laws and regulations.


